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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai
dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
Agar terarah, konsisten dan akuntabel, maka penyusunan harus
berdasarkan pedoman penyusunan yang di keluarkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu
tahapan pengukuran akuntabilitas dan konsistensi adalah penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA)
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun. Kebijakan Umum APBD harus disusun berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD, yang harus memuat kondisi ekonomi makro daerah;
asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan
Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi
pencapaiannya.

Kondisi dan asumsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023. Pada penyusunan Rancangan APBD TA.2023, Pemerintah Daerah
masih diarahkan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan agar

sinkron dengan prioritas pembangunan nasional yang mencanangkan



pengembangan 4 (empat) aspek pembangunan antara lain; 1)
Mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi
cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring
pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan
berkelanjutan; 2). Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah; 3)
Mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan 4)
Mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Pemerintah Daerah juga diarahkan untuk senantiasa selaras dengan
prioritas pembangunan pada Pemerintah Provinsi. Untuk Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyepakati 6 prioritas yang sesuai
dengan tema pembangunan yang dituangkan dalam rancangan dan lokasi
prioritas pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara
lain: 1). Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan yang difokuskan
pada DPP Labuan Bajo; 2). Pengembangan Komoditas Unggulan yang
difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa, kopi, tebu, lada, pala,
cengkeh, garam, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; 3).
Pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Kupang; 4). Pengembangan
Kawasan Strategis Perbatasan: PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
5). Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dan Transmigrasi, antara lain: (a.) KPPN: Ngada, Manggarai Barat, Sumba
Timur; dan (b). Daerah Tertinggal: Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab. Belu,
Kab. Sumba Barat, Kab. Malaka, Kab. Sumba Timur; dan 6).
Pengembangan Kelembagaan dan Keuangan Daerah untuk peningkatan
capaian SPM, inovasi dan kemandirian daerah, kerjasama antar daerah,
penataan dan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas keuangan
daerah, percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan
ruang, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, serta penyediaan
peta dasar skala besar.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi mengarahkan
prioritas pembangunan di Kabupaten Ngada agar selaras dengan prioritas

nasional, sebagai berikut:



1) Pangan dan Pertanian, Koperasi dan UMKM, Industri Perdesaan,
Pariwisata, Ketenagakerjaan dengan fokus utama pada: Optimalisasi
pengembangan sektor unggulan yang meliputi:

e Pengembangan produk olahan komoditas unggulan.

e Pembentukan dan pendampingan BUMDes dan koperasi.

e Pendidikan dan pelatihan vokasi.

e Peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian,
pariwisata, dan UMKM.

e Pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan sektor unggulan.

2) Pendidikan dengan fokus utama pada Penyiapan SDM untuk
optimalisasi Potensi Bonus Demografi yang meliputi:

e Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar, Menengah, dan Atas.

e Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

e Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

3) Komunikasi, informatika dan energi dengan fokus pada Peningkatan
kualitas dan cakupan sinyal internet yang meliputi :

e Akses Internet.

e BTS/Lastmile Pemenuhan rasio elektrifikasi antara lain melalui
pembangunan Instalasi Pembangkit Listrik EBT (PLTA, PLTMh,
PLTAN, PLTP, PLTS, PLTBm).

e Pelatihan Masyarakat Bidang Ketenagalistrikan dan EBTKE.

Memperhatikan  berbagai kondisi dan arahan  prioritas
pembangunan baik di tingkat provinsi maupun pusat yang dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun
Anggaran 2023, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah
Kabupaten Ngada tertuang dalam 6 (enam) isu strategis yaitu: 1).
Penanggulangan  Kemiskinan; 2). Ekonomi Kerakyatan dan
Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Desa; 3).
Pengembangan Sumber daya Manusia; 4). Ketersediaan Pangan,

Ketersediaan Air dan Energi Sumber Daya Mineral; 5). Tata Kelola



Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel; dan 6).
Penanggulangan bencana dan Pelestarian lingkungan.

Pola Pencapaian Visi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 tetap
mengarah pada Pelaksanaan Program dan kegiatan yang berdasarkan
Prioritas Daerah “Tante Nela Paris” dengan didukung oleh aspek-aspek
unggulan seperti Sumberdaya Manusia, Infrastruktur, kelembagaan dan
pemasaran diharapkan secara efektif mampu memberikan kontribusi
terhadap pencapaian visi pembangunan daerah yang tergambar dalam
filosofi Tuka, Tuku, Teka, melalui kebiasaan wesi peni, yang
menggambarkan cara masyarakat Ngada untuk mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan.

Mengacu pada trend ekonomi global maupun regional di tahun 2023
yang yang mengalami perlambatan serta, maka arah kebijakan belanja
lebih difokuskan pada upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal,
dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Arah Kebijakan Belanja
Daerah pada tahun 2023 secara statistik mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan Tema Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2023,
“Penguatan kelembagaan dan nilai tambah Tante Nela Paris berbasis
eco-region dan eco-tourism”, perencanaan pembangunan di Kabupaten
Ngada diarahkan untuk mendukung Tema pembangunan Nasional Tahun
2023 “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan”, serta tema pembangunan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2023 “Pemulihan Kesehatan Dan Ekonomi
Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Kemandirian
Lokal”.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran merupakan Kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD yang bertujuan untuk:
a. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah yang akuntabel meliputi

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna



dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun
2023.

Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis
yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2023.
Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan
dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2023.

Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya
akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai

berikut:

a.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembagunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada
Tahun 2006 - 2026 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Ngada Tahun 2006 - 2026;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012 - 2032;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021
Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Ngada Tahun 2022 Nomor 51);

1.4. Sistematika
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1) Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika
penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023.
2) Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah



3)

4)

5)

6)

7)
8)

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun
sebelumnya serta perkiraan Tahun 2023

Bab III Asumsi - Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD.
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD.

Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah,

Mengurai kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada
Tahun 2023.

BAB V Kebijakan Belanja Daerah

Mengurai tentang kebijakan belanja daerah yang meliputi belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengurai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan
pengeluaran pembiayaan.

BAB VII Strategi Pencapaian

BAB VIII Penutup



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun
Sebelumnya.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan
oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar
ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari
setiap lapangan usaha. Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2019 - 2021)
struktur perekonomian Kabupaten Ngada didominasi oleh beberapa
kategori lapangan usaha yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial; Kontruksi;
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor; Jasa
Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi
dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing

lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ngada.

Kondisi perekonomian Kabupaten Ngada pada tahun 2021
menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan karena berhasilnya berbagai upaya pengendalian penyebaran
Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh seluruh
masyarakat. Pembatasan mobilitas masyarakat sejak masa awal pandemi,
penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan pemberian vaksin Covid-19
secara gratis kepada seluruh masyarakat merupakan beberapa faktor
penting yang mendorong turunnya jumlah kasus aktif Covid-19 di tahun
2021. Pembatasan mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan seiring
dengan berkurangnya kasus Covid-19 sehingga aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat pun kembali mengalami peningkatan.

Nilai PDRB Kabupaten Ngada atas dasar dasar harga berlaku pada
tahun 2021 mencapai 3,58 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini
mengalami peningkatan sebesar 82,89 miliar rupiah dari tahun 2020.

Peningkatan nilai PDRB ini cukup besar dibandingkan tahun 2020 yang



hanya mencapai 20,59 miliar rupiah. Hal ini disebabkan pada tahun 2020
hampir semua lapangan usaha mengalami penurunan produksi akibat
pandemi Covid-19 sedangkan di tahun 2021 kegiatan produksi pada
beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan seiring dengan

meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB juga mengalami
kenaikan yaitu dari 2,31 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,34
triliun rupiah pada tahun 2021 atau dengan kata lain perekonomian
Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan sebesar 1.11 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi
barang dan jasa pada berbagai lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh
faktor harga. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021
disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha
sebagai akibat dari berkurangnya kasus Covid-19 dan kembali berjalannya
aktivitas masyarakat tanpa ada pembatasan berskala besar seperti yang

terjadi pada tahun sebelumnya.

Pembentukan PDRB Kabupaten Ngada pada Tahun 2021 dari
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 34,41
persen (angka ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar
34,29 persen). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 19,28 persen (mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 20,70) dan disusul oleh
lapangan usaha konstruksi sebesar 12,80 persen (naik dibandingkan
tahun 2020 sebesar 12,15 persen). PDRB dari sektor Perdagangan Besar
dan Eceran tahun 2021 sebesar 7,85 persen (sedikit mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,59 persen). Sedangkan
PDRB dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,86 persen (sedikit

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,68 persen).
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Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017—2021

Kategori/
(1) @ ©) ) ©) ©6) (7)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture,

A 34,90 3477 34,16 @ 3429 34,41

Forestry & Fishing
B Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying 1,78 1,75 1,70 1,75 1,83
c Industri Pengolahan/Manufacturing 1,45 1,46 1,47 1,43 1,38
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
E Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
Management & Remediation Activities
F Konstruksi/Construction 12,51 12,90 13,26 12,15 12,80

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
G dan Sepeda Motor/Wholesale &Retail Trade; Repair 7,70 7,70 7,91 7,59 7,85
of Motor Vehicles & Motorcycles

Transportasi dan Pergudangan/ Transportation &

H 4,65 4,62 4,62 4,35 4,33
Storage
Penyediaan Akomodasi dan Makan

I Minum/Accomodation & Food Service Activities 0,52 0.53 053 042 044

J Informasi_ dar_1 Komunikasi/lnformation & 428 422 420 464 484
Communication

K Jasa Keuanga_n _d_an Asuransi/Financial & 6.43 6.39 631 6,68 6,86
Insurance Activities

L Real Estat/Real Estate Activities 1,99 1,97 1,84 1,80 1,75

M,N Jasa Perusahaan/Bussiness Activities 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

0 Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & 19,83 19,62 19,89 20,70 19,28
Defence; Compulsory Social Security

P Jasa Pendidikan/Education 1,74 1,81 1,84 1,91 1,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human

a Health and Social Work Activities 1,29 1,31 1,31 143 1,53

R,S,T,U Jasa lainnya/Other Service Activities 0,76 0,78 0,79 0,69 0,67

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Produc

* Angka Sementara
* Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada
Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

2.1.2. Pertumbuhan Eknomi Tahun 2021 dan 2022
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang
digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu

wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan

11



PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap
tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Ngada pada
tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Hal ini berarti
bahwa secara keseluruhan faktor-faktor produksi di Kabupaten Ngada
mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pertumbuhan ini masih
tergolong lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di tahun-
tahun sebelum pandemi Covid-19 yang berkisar di angka 5 persen. Jika
dilihat per kategori lapangan usaha, terdapat dua belas kategori lapangan
usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan lima kategori lapangan
usaha yang mengalami masih mengalami kontraksi.

Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif
adalah lapangan wusaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi,;
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real
Estate; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, lapangan
usaha yang masih terkontraksi adalah lapangan usaha Industri
Pengolahan; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan Pertahanan,
dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya.

Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi di tahun
2021 adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
dengan pertumbuhan sebesar 7,47 persen. Tingginya pertumbuhan pada
kategori ini disebabkan karena meningkatnya penggunaan jasa
akomodasi seperti hotel seiring dengan meningkatnya kegiatan
rekreasi/liburan, kegiatan pertemuan atau kunjungan kerja lembaga
pemerintah atau swasta yang biasanya menggunakan jasa hotel.
Meningkatnya aktivitas masyarakat di luar rumah, tidak adanya
pembatasan jam operasional dan larangan makan di tempat pada
berbagai usaha penyediaan makan minum menyebabkan pertumbuhan

pada kategori ini.
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Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021

Pertanian, Kehutanan, dan

e vousmeegomnanmncung 456 422 579 397 | ss
D Pongutan s oty £ Grs

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
E dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, 2,92 2,57 2,73 2,71 5,92
Waste Management & Remediation Activities

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale &Retail
Trade; Repair of Motor Vehicles &
Motorcycles

3,05 5,30 7,06 -5,95 3,48

Penyediaan Akomodasi dan Makan
| Minum/Accomodation & Food Service 7,67 8,52 7,72 -20,92 7,47

Activities

K

Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial &
Insurance Activities

L RealEstatRealEstateActivies 563 440 025 070 170 |
m Jasa Perusahaan/Bussiness Activities

“ Jasa Pendidikan/Education m

“RSTU | asayathrsovs Actes | 669 | 135 | 695 | 1357 | 051
| |

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic 517 5.00 501 0,04 111

Produc

* Angka Sementara
* Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Ngada: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada
Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Di sisi lain, lapangan usaha yang masih terkontraksi cukup besar
di tahun 2021 adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan yang terkontraksi

sebesar -10,62 persen. Tingginya kontraksi pada kategori ini disebabkan
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karena masih rendahnya permintaan atau produksi pada jasa
perusahaan seperti aktivitas penyewaan, agen perjalanan, dan kegiatan

jasa perusahaan lainnya.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan
kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi
memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa
terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak
langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan
dari sisi permintaan (demand side) terjadi peningkatan total agregat
permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya
diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi.
Inflasi juga merupakan indikator pergerakan antara permintaan
dan penawaran di pasar riil yang memiliki kaitan erat juga dengan
perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah

dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK),
pada bulan Oktober 2022, Kota Maumere mengalami Deflasi sebesar 0,08
persen, atau terjadi penurunan IHK dari 111,94 pada bulan September
2022 menjadi 111,85 pada Oktober 2022. Sedangkan bila dihitung Inflasi
untuk 1 tahun (YoY), maka inflasi Kota Maumere sebagai Acuan untuk
Kabupaten Ngada sebesar 5,53%, lebih rendah dari Inflasi Provinsi NTT
yang berjumlah 7,37%.

Tabel 2.3
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Maumere Oktober
2022, Tahun Kalender 2021 dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok
Pengeluaran COICOP (2018=100)

IHK Tingkat Tingkat Tingkat
Oktober | Sep-22 | Oktober Inflasi Inflasi inflasi
Kelompok Pengeluaran 2021 2022 Oktober tahun Tahun ke

2022%) Kalender Tahun ***)

**)

Umum 105,99 | 111,94 111,85 -0,08 4,67 5,53
Makanan, Minuman, Dan 107,39 | 114,53 113,17 -1,19 3,02 5,38
Tembakau
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IHK Tingkat Tingkat Tingkat
Oktober | Sep-22 | Oktober Inflasi Inflasi inflasi
Kelompok Pengeluaran 2021 2022 Oktober tahun Tahun ke
2022%) Kalender Tahun ***)
**)
2 Pakaian Dan Alas Kaki 108,6 | 108,68 108,76 0,07 0,86 0,15
3 Perumahan, Air, Listrik, Dan 101,7 | 102,53 102,6 0,07 0,48 0,88
Bahan Bakar Rumah Tangga
Perlengkapan, Peralatan, Dan 104,67 | 109,61 109,65 0,04 5,17 4,76
4 Pemeliharaan Rutin Rumah
Tangga
5 Kesehatan 109,63 | 110,33 111,21 0,8 1,26 1,44
6 | Transportasi 104,85 128 131,58 2,8 27,11 25,49
. Informasi, Komunikasi Dan Jasa 98,45 98 98,24 0,24 -0,21 -0,21
Keuangan
8 Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya 115,03 | 118,36 118,55 0,16 3,06 3,06
9 Pendidikan 103,41 | 103,41 103,41 0 0 0
10 Penyediaan Makanan Dan 110,49 | 116,04 116,04 0 5 5,02
Minuman/Restoran
1 Perawatan Pribadi Dan Jasa 113,98 | 122,24 122,78 0,44 6,76 7,72
Lainnya

2.1.

*) Persentase perubahan IHK bulan Oktober 2022 terhadap IHK bulan sebelumnya,
**) Persentase perubahan IHK bulan Oktober 2022 terhadap IHK bulan Desember 2021
***) Persentase perubahan IHK bulan Oktober 2022 terhadap IHK bulan Oktober 2021

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam
pembentukan Deflasi Kota Maumere bulan Oktober 2022 adalah kelompok
makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar -0,45 persen.
Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil Deflasi di Kota
Maumere pada Oktober 2022 antara lain turunnya harga ikan tuna, ikan
selar, daging ayam ras, ikan tembang, telur ayam ras, ayam hidup, ikan
layang, minyak goreng, cabai merah dan tomat. Sedangkan komoditas
utama yang menghambat Deflasi antara lain naiknya tarif angkutan udara,
sawi hijau, ikan kembung, sawi putih, ikan ekor kuning, kangkung, rokok

putih, sopi/minuman lokal, ikan tongkol, dan bensin.

4. Prospek Ekonomi Daerah.
Pelaksanaan G-20 di Bali dan Labuan Bajo serta Penetapan

Kawasan Flores dengan Labuan Bajo sebagai Pintu Masuk pariwisata di
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Flores, akan mendorong pergerakan orang dan barang serta investasi di
wilayah Regional Flores. Hal ini dapat memberi dampak bagi pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Ngada. Pada aspek nilai tambah sektor ekonomi
dari luar wilayah yang menyebabkan daya saing komoditi lokal kurang
mampu bersaing, sehingga kurang mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi pada tataran yang lebih tinggi. Untuk mangantisipasi tantangan
tersebut, maka arah kebijakan terkait peningkatan nilai tambah sektor
pertanian melalui pengembangan kawasan = pertanian organik,
pengembangan Kawasan Terpadu/ Integrated Area Development (IAD),
Peningkatan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tematik Pariwisata dan
pengembangan Kota Bajawa sebagai Urban Tourism, diharapkan dapat

meningkatkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Ngada.

2.1.5 Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.

2.1.5.1. Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian Kabupaten Ngada menunjukkan adanya
perbaikan pada tahu 2021 setelah mengalami penurunan yang signifikan
di tahun sebelumnya. Secara total, PDRB Kabupaten Ngada atas dasar
harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 3.576.500,83 juta rupiah.
Sementara itu, total PDRB Kabupaten Ngada berdasarkan harga konstan
2010 adalah sebesar 2.335.872,39 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa pada
tahun 2021 perekonomian Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan
sebesar 1,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan
ekonomi di tahun 2021 terbilang mengalami percepatan dibandingkan laju
pertumbuhan pada tahun 2020 yang bertumbuh sebesar 0,04 persen.
Namun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun-tahun
sebelum pandemi Covid-19 yang berkisar di angka 5 persen, laju
pertumbuhan di tahun ini masih terbilang lambat.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi baik
oleh perubahan harga maupun perubahan volume barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh masyarakat. Peningkatan PDRB dari sisi produksi juga
akan diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi pengeluaran. Peningkatan
PDRB Kabupaten Ngada menurut komponen pengeluaran pada periode

2017-2021 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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Diagram 1.

Proyeksi Kenaikan PDRB atas Dasar Harga Konstan (Dalam
Triliun Rupiah)
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Sumber: BPS Kabupaten Ngada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada
Menurut Pengeluaran 2017-2021 (Data Diolah)

Selama tahun 2017-2021, konsumsi rumah tangga masih berperan
besar dalam perekonomian Kabupaten Ngada dengan distribusi sekitar 62
hingga 63 persen. Hal ini berarti bahwa sebagian besar PDRB Kabupaten
Ngada digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah
tangga. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga
mempunyai kontribusi yang cukup besar, dengan kontribusi sekitar 25
sampai 27 persen. Komponen lain yang juga memiliki kontribusi yang
cukup besar dalam pembentukkan PDRB Kabupaten Ngada adalah
komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang menyumbang sekitar

24 sampai 28 persen.

2.1.5.2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah
pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth).
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang diturunkan dari PDRB
atas dasar harga konstan. Indikator ini menunjukkan kenaikan PDRB
secara riil. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menggambarkan secara
kasar kenaikan pendapatan yang diukur dengan peningkatan output

riilnya.
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Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, serta
kondisi perang Rusia dan Ukraina menyebabkan rentetan dampak
terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini
menyebabkan kinerja perekonomian ditingkat global, nasional, regional
dan lokal menurun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada pada
triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 1,11 % (yoy), membaik
dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,04% (yoy) namun lebih
rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT yang mencapai 3,10 % dan
nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy).

Seiring dengan mulai berkurangnya kasus Covid-19, meningkatnya
aktivitas sosial ekonomi masyarakat, meningkatknya pergerakan orang
dari Luar negeri/daerah (wisatawan) ke Kabupaten Ngada, peningkatan
promosi wisata maka kondisi perekonomian di Kabupaten Ngada mulai
menunjukkan adanya pemulihan.

Tantangan terbesar yang masih dialami di Tahun 2023 adalah
pengendalian inflasi sebagai akibat pengurangan subsidi BBM serta
dampak ikutan kelesuan ekonomi Global sebagai dampak perang Rusia
Ukraina. Selain itu faktor ketahanan pangan dan peningkatan daya beli
masyarakat juga perlu dijaga melalui berbagai program perlindungan
sosial, serta peningkatan produksi pertanian masyarakat. Dengan
mempertimbangkan kondisi tersebut, tersebut maka target pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Ngada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 3-5%,

dengan tingkat inflasi berada pada kisaran 3-4%.

2.1.5.3. Proyeksi PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat
menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada
waktu tertentu. PDRB per kapita diturunkan dari nilai PDRB suatu daerah
dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah
tersebut Oleh karena itu, besar kecilnya penduduk akan mempengaruhi
nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat
tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi
yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga

berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
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Nilai PDRB per kapita Kabupaten Ngada atas dasar harga berlaku
selama tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017,
PDRB per kapita tercatat sebesar 18,95 juta rupiah per orang per tahun.
Nilai ini terus naik hingga mencapai 21,28 juta rupiah per orang per tahun
pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita mengalami
penurunan menjadi 21,14 juta rupiah per orang per tahun. Penurunan ini
disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2020 tidak
diimbangi dengan peningkatan nilai PDRB. Seiring dengan kembali
pulihnya perekonomian Kabupaten Ngada di tahun 2021, nilai PDRB per
kapita juga mengalami peningkatan menjadi 21,37 juta rupiah per orang
per tahun.

Tabel 2.7
PDRB Perkapita Kabupaten Ngada, 2017-2021

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion Rupiahs)

2017 2018 2019 2020* 2021

- ADHB/ at current price 301462 | 323203 | 347302 | 349361| 357650

- ADHK/ at 2010 Constant Price 209462 | 219929 | 230936 | 231026 | 233587
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million Rupiahs)

- ADHB/ at current price 18,95 20,06 2128 21,14 137

- ADHK/ at 2010 Constant Price 13.17 13,64 14,15 13,98 13.95
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)/**
Mid-Year Population (People) 159 081 16119% 163217 165 314 167 396
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/
Population Growth (Percent) 191 1,33 1,25 1,28 1,66

Sumber : BPS Kabupaten Ngada, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngada Menurut
Pengeluaran 2017-2021

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup tiga komponen penting
yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber
penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis yaitu: Pengelolaan

Hasil Kekayaan Daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil-hasil
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pertanian seperti jahe, kopi dan lain - lain untuk mendukung peningkatan
Pendapatan Asli Daerah; Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat
dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga memberi dampak pada
peningkatan PAD dan daya beli masyarakat;

Selain itu, arah kebijakan juga ditempuh dengan melakukan
penertiban Penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan
melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk tanah-tanah
ulayat atau tanah suku dan pajak bangunan, Pendataan yang akurat
terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, penertiban proses perijinan
mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat
usaha maupun bangunan-bangunan lainnya, meningkatkan Koordinasi
antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk investasi pemerintah,
penegakan pelaksanaan Peraturan daerah terkait pemberian perijinan-
perijinan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas
penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan
tujuan penyertaan modal dimaksud. Bagi perusahaan daerah yang
menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) yang
mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha dan Pemerintah

Daerah dapat melakukan pinjaman daerah dari lembaga keuangan.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1

(satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu
dan berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
Anggaran 2023, dengan difokuskan pada pelaksanaan program kegiatan
dalam rangka pemenuhan SPM dengan tetap memperhatikan Prioritas-

Prioritas Daerah selama Tahun Anggaran 2023.

Gambaran lebih lengkap tetang arah Kebijakan Belanja Daerah pada
APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Bab V Dokumen KUA ini.

20



Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus

anggaran atau menutup defisit anggaran.

Gambaran lengkap tentang Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada
Bab VII Dokumen Perubahan KUA ini.
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BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 2023

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD

Asumsi dasar penyusunan RAPBD 2023 lebih berkaitan dengan

beberapa faktor di luar kendali pemerintah daerah yang dapat

mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum yang telah disepakati bersama.

Beberapa asumsi tersebut adalah:

1

. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung

pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta
mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan

restrukturisasi transformasi ekonomi.

. Kinerja konsumsi pemerintah juga melambat dan tidak merata seiring

belum optimalnya realisasi anggaran belanja pemerintah, dan

pengaturan penggunaan DAU yang sudah ditentukan pemanfaatannya,

. Kebijakan pembukaan aktivitas perekonomian dengan menerapkan

protokol kesehatan akan meningkatkan optimisme konsumsi rumah
tangga. Kinerja konsumsi rumah tangga juga didukung oleh stimulus

perlindungan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

.Belanja sektor swasta diasumsikan merespons positif belanja

pemerintah. Artinya sektor swasta yang ada di Kabupaten Ngada
mendukung belanja pemerintah, serta turut terlibat dengan
pembelanjaan sendiri mendukung aktifitas sektor-sektor ekonomi

swasta lainnya.

. Kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban dalam suasana

kondusif untuk pelaksanaan pembangunan.

. Keterbatasan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana Transfer Daerah, baik

dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi.

22



7.

Adanya kebijakan terkait Pengalokasian Dana Transfer Umum yang
Telah Ditentukan Penggunaannya (Specific Grant) dan Dana Transfer
Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant)
berpengaruh terhadap besaran distribusi alokasi anggaran pada

perangkat daerah.

3.2. Asumsi Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Ngada

Arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan

APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Nilai PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan Rp 2,309 trilyun

rupiah;

2) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan 14,15 juta

rupiah;
3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3-5 %;
4) Inflasi diproyeksikan 3 - 5%;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan

money follow program Priority dengan pendekatan penganggaran lebih

fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas

daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Anggaran disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.

Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung
jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan
tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat,
maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang
tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu

kegiatan atau yang dianggarkan.
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2. Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan
berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada

pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan
perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, yakni tujuan, sasaran dan
hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu

kegiatan yang diprogramkan.
4. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan -
kegiatan yang terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
serta yang mendukung penguatan infrastruktur dan sarana prasarana

pendukung Tante Nela Paris dan penataan Kawasan permukiman.
5. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target
pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan

hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.3 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Kabupaten
Ngada Tahun 2023

Keselarasan sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam
mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun keselarasan
sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Tahun 2023 Kabupaten
Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel

Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional, NTT dan

Kabupaten Ngada

Target 2023

No. Indikat

° narkator Nasional NTT Ngada

p | Pertumbuhan 56-6 6,33 — 6,90 4,91 %:
ekonomi (%)

2 ;E}r;gkat Kemiskinan 55-62 1035-16,15 | 11,14 %

0

3 | Tingkat 4.8-51 2.5-1,9 3,78
pengangguran (%)

4 |1PM 73.44 - 73,48 | 67.35 - 69,00 69,3
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BAB 1V

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang
diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi:

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada
Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun
berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah; dan

(2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak
daerah dan retribusi daerah berikut:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
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c)

d)

(2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta
Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi
daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-

undangan.

Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:

(1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut
pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan

(2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan
nama PB]JT atas Tenaga Listrik;

(3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

(4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutan-nya
selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan
dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD

mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,

potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102

Undang-Undang Nomor 1 Tahun2022.

Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam

APBD memperhatikan:

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022;

kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022;

insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Investasi di Daerah;

pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) untuk mendukungoperasional penggunaan
alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan
Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi
sebesar 2% (duapersen);

Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank,
kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli Kkhusus,
truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan
penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis),
kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas
350cc, kendaraan penarik pelurukendali, pesawat terbang (fixed
wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat
khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang
ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut
dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atasair

dan kapal bawah air; dan

Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft,
Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan
kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan

kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya

penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021
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g)

h)

tentang Tata Cara Perhitungan  Tarif Retribusi dalam
Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan
sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan
Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota.
Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah
harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan
pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun2021 tentang Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah
agar menetapkan:

(1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan

Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
(2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai
Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak.

2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

a)

b)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau

manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
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(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah

yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yangbersangkutan;

(4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dariinvestasi yang

bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat

sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selainpajak

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, yang terdiri atas:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil kerja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

(10)pendapatan denda atas keterlambatan pelaksana-an

pekerjaan;
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(11)pendapatan denda pajak daerah;

(12)pendapatan denda retribusi daerah;

(13)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(14)pendapatan dari pengembalian;

(15)pendapatan dari BLUD; dan

(16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah

Daerah dapat mengoptimalisasikan peman-faatan Barang Milik
Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah
(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

1)

2)

3)

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumberdari
dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan
petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagai-mana
angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas
penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran
APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah
(TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan

transfer antardaerah, yang diuraikan:

a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

(1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

(DBH)-Pajak

(a)

(b)

(c)

Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiriatas
Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai
Hasil Tembakau.

Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-
PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta
Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalamPeraturan
Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi
DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian  Keuangan, dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH
Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak
Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta PajakBumi dan
Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan

(DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta
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(d)

(e)

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)
serta Pajak Bumi danBangunan TA 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda
tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan
(DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)
serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2023.

Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-
CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian
DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2023.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA
2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-
CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian
alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota
ditetapkan dan/atau terdapatperubahan atau informasi
resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda
tentang APBD TA 2023 ditetapkan Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan

melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
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()

(g)

TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2023.

Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai
program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan
industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi
ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan
barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana
diatur dalam  peraturan perundang- undangan
mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang
kesehatan untuk mendukung program jaminankesehatan
nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas
layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di
daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan
promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan
prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi
stunting dan upayapenanganan Pandemi Corona Disease
2019 (CcovID- 19),
penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/
prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran
iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan
kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak
kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan lebih salur
tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan
TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam
Perda tentang perubahan APBD TA2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.
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(h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajakkecuali
DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan kurang salur
tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan
TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan
dalam penyaluran TA 2023.

(i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang
penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang
bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi
pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat
menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului
perubahan APBD, dengan melakukan perubahan
Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan
dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA
2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiriatas
Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai
Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah
otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

(a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara,
Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit.

(b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutandan
dana reboisasi.

(c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling

tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
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Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA
Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas
Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023
atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDAKehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA2023

()

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi
DBH-SDA Kehutanan, Mineral danBatubara, Minyak Bumi
dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan
Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak
Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,
penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara,
Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi
penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi
dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan
Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas

Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 melalui
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()

(g)

(h)

portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda
tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-
SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi
dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan
Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA
2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukanperubahan APBD TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi
resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-
SDA Dana Reboisasi TA 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA
2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan
alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi
dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2023.

Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDADana
Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH
SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk
Provinsi Papua serta tambahan DBHminyak dan gas bumi
untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi DBHSDA pertambangan minyak bumi dan
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0)

gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak
dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang
dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan
minyak bumi dan gas alam untukProvinsi Papua serta
tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh
tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang
dinamis, diantaranya dengan mempertim-bangkan
penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas
alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan
gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk
Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi
untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA
pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi
Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk
Provinsi Aceh TA 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA
2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan
alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan GasAlam
untuk Provinsi Papua serta Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkandalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan

kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak
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(k)

U]

Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit TA 2023 sepertipendapatan lebih salur
tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA
2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2023.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan
kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak
Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta
Perkebunan Sawit TA 2023 sepertipendapatan kurang salur
tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA
2022, pendapatan kurang tersebut diperhitung-kan dalam
penyaluran TA 2023.

Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk
DBH dana reboisasi, DBH SDA pertam-bangan minyak bumi
dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH
minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang
penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar
pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA
2022, Pemerintah Daerah dapat menganggar-kan kembali
pada TA 2023 mendahului peruba-han APBD, dengan
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA
2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
TA 2023.

(m) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi

dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan
Sawit untuk daerah induk dandaerah otonom baru karena
pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

(DAU)

(a)

(b)

(c)

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi
resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 yang dipublikasikan
melalui portal KementerianKeuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan
atau informasi resmi mengenai alokasi DAUTA 2023 melalui
portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,
penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU
TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTA 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi
mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana AlokasiKhusus

(DAK)

(a)

(b)

Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi
resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah
disepakati Kepala Daerah bersama DPRDsebelum Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA
2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipubli-
kasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung
dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023.
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(c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan,atau informasi resmi
mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK
dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah
melakukan perubahan APBD TA 2023.

(d) Kebijakan DAK Fisik
i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2023

berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai
Petunjuk Teknis DAK fisik, Per-aturan MenteriKeuangan
tentang pengelo-laan DAK fisik dan Petunjuk Operasional
DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan
target keluaran, rincian dan lokasi,rincian pendanaan,
metode pelaksana-an dan penunjang DAK fisik dalam
dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah
dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA
2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk
operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pemerintah Daerah
menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan
penetapan RK DAK fisik dimaksud.

iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan,
Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri

Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar
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memperhatikan ketentuan:

i)

iii)

bidang Pendidikan kegiatan peningkatan prasarana

pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan

dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang
menangani urusan pendidikan, yaitu:

(i) satuan pendidikan yang diselenggara-kan oleh
Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada
kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan
objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

(ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok
belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

bidang perumahan dan permukiman

kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman

yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok

masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan
rumah dianggarkan pada SKPD yang
menyelenggarakan urusan bidang peru-mahan dan
permukiman pada kelompok belanja operasi jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau
jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak
lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang
diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/
masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai
dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan.
bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara

swakelola oleh kelom-pok masyarakat dianggarkan

pada SKPD yang menanganisanitasi dalam kelompok
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vi)

belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek
belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat, rincian objek
belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek
belanja sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan.

bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara
swakelola oleh kelom-pok masyarakat dianggarkan
pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum
dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang
dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat,
rincian objek belanja uang yang diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian
objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yangdilaksanakan
melalui metode swakelola padat karya (cash for work)
yang melibatkan partisipasi petani, kelompok
tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD
yang menyelenggarakan wurusan pertanian dalam
kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat, rincian
objek be-lanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek
belanja  sesuai dengan  ke-tentuan  peraturan
perundang-undangan.

bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:
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(i) pembangunan sentra IKM; dan
(ii) revitalisasi sentra IKM,
dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas
menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung
dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk
revitalisasi ruang/area produksi dan atau
mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis
DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang
menangani bidang Industri Kecil danMenengah dalam
kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub
rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5%
(lima persen) dari alokasi per jenis per
bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai
kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.

v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah
memperhatikan ketentuan:

i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum
tercapai, yaitu:

(i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya,
digunakan dalam rangka pencapaian output dengan
mengguna-kan petunjuk teknis pada saat outputnya
belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA
2023 dengan melakukan perubahan perkada
tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang
perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi PemerintahDaerah yang tidak melaku-kan
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vi.

perubahan APBD TA 2023; atau

(ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA
sebelumnya, digunakan untuk mendanaikegiatan
DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai
dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan
petunjuk teknis TA 2023, dengan mekanisme
dianggarkandalam APBD TA 2023 atau melaku-
kan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
TA 2023 dan diberi-tahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yangtidak mela-
kukan perubahan APBD TA 2023.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yangoutputnya telah
tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka
mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran
berjalan dan tahun anggaran berikutnya;
dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan
daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun
anggaran berikutnya, dengan menggunakan
Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA
2023 dandiberitahukan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggar-kan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/ subbidang

tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian,

pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik

dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan
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kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawabPemerintah

Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

I.

ii.

penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023
berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang
pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik
yang ditetapkan oleh masing-masing kemen-terian/lembaga
terkait sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan

Operasional Penyelengga-raan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP

PAUD)/dana BOPPendidikan Kesetaraan yang bersumber dari

APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang

dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan
pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan
pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diseleng-garakan
olehprovinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan
dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan
satdikmen  swasta dan  satdiksus swasta  yang
diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program,
kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan

melalui belanja hibah.

ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/ kota bagi satuan
pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh
kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan
dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening
berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang
diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program,
kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah
sesuai kode rekening berkenaan.

iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan
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iil.

iv.

Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan
Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang
diselenggarakan oleh kabupa-ten/kota dalam bentuk program,
kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah
sesuai kode rekening berkenaan.

iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya
diperhitung-kan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP
PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023. Penganggaran penggunaan
kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan
dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA
2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan
DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas
alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah,
Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan
Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana
cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau
penyesuaian jumlah salur, dengan berpedo-man pada surat
rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat
rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggara-kan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pemerintah Daerah menganggarkan perubah-an atas alokasi dana

TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah

dimaksuddengan cara melakukan perubahan Perkada tentang

penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang

perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukanperubahan APBD TA

2023.

Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah

ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan
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oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau
pelaksananpenghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka
Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan

tersebut yang ditampung dalam LRA TA2023.

vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik,
dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam
APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2023
telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang
merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK
Nonfisik yangsama dalam APBD TA 2023 dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023
atau ditampungdalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

(a)

(b)

(c)

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria
tertentu. Kriteria tertentu berupaperbaikan dan/atau pencapaian
kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan
daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA2023 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif
Fiskal TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif
Fiskal TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTA 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi
mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 melalui portal

KementerianKeuangan dipubli-kasikan setelah Perda tentang APBD
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TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi
Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA
2023.

(6) Dana Otonomi Khusus

(a)

(b)

(d)

()

Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi
khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai
Otonomi Khusus.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi
Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut
didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTA 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD
TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerahharus menyesuaikan Dana
Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD TA 2023 dan Perda tentang perubahan
APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukanperubahan APBD TA 2023.

Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus

TA 2022, penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2023
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mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:

I.

ii.

dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya
maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub
kegiatan dana otonomi khusus TA berjalan sesuai dengan
program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya.
mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana
otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului
perubahan APBD TA 2023 dengan mene-tapkan perubahan
perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan memberi-
tahukan kepada Pimpinan DPRD.

iii. SILPA yang berasal dari pekerjaan tahunsebelumnya yang belum

dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan
untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun
sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat

dilaksanakan.

iv. SILPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan,

digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk

dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah.

(7) Dana Desa (DD)

(a)

(b)

(c)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntuk-kan bagi desa
dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan
Pembina-an kemasyarakatan.

Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan
jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran
kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk
yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage
(UHQ).

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmimengenai rincian Dana

Desa TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
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Keuangan.

(d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum

ditetapkan atau informasi resmi mengenairincian Dana Desa TA
2023 melalui portal KementerianKeuangan belum dipublikasikan,
penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran

Dana Desa TA 2022.

(e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTA 2023 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa
ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau informasi resmi
mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa
dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA
2023.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1)
(a)

(b)

Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah
lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagihasil pajak
daerah Pemerintah Daerah provinsi  didasarkan pada
penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD
Pemerintah Daerah provinsi TA 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului
penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarannya didasarkan
pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2022 dengan
memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2021.
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(d)

Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang
belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat
pelampauan target TA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang
Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

(a)

(b)

()

(d)

()

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari

Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau

kabupaten/kota, terdiri atas:

i. bantuan keuangan umum yang merupakan danayang diterima
dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD

penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan

perundang- undangan, yaitu:

i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

iv. bantuan keuangan khusus dari daerahkabupaten/kota.
Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan
pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda
tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA
2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus meng-anggarkan bantuan
keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
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melakukan Perubahan APBD TA 2023.

(f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber daribantuan keuangan

bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA

2023

ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan

keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan

Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023dan diberitahukan kepada

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukanPerubahan APBD TA 2023.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan

daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

memperhatikan kebijakan:

a) Pendapatan hibah

(1)

(2)

(3)

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang
tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja
(Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di
kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan
jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL]) masing-masing

Provinsi antara lain digunakan:

53



(4)

(5)

(6)

(7)

(a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan
kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan
dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan

sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan

(b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan
kios layanan mandiri dan sosialisasi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan

hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada
dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada

Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBNdianggarkan

berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat

Persetujuan Pemberian Hibah.

Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah yang bersumber dari PinjamanHibah Luar

Negeri yang pelaksana-annya lebih dari 1 (satu) TA

dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau

perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang
bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang
ditetapkan.

Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali

pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan

Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.
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b) Dana darurat

(1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca
bencana wuntuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi
oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani
masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Darurat TA 2023.

(4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
Dana Darurat TA 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD
TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana
darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukanPerubahan APBD TA 2023.

c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
(1) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua

(a) Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
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yang bersumber dari DTI dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan
berdasarkan usulan provinsi pada setiap Tahun Anggaran
yang ditujukan untuk  pendanaan pembangunan
infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih,
telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan paling
tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan
penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan
pembangunan yang didanai daripenerimaan dalam rangka
otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan, dengan ketentuan:

i. provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
menganggarkan DTI pada APBD TA 2023 berdasarkan
usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan
penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kemen-
terian terkait;atau

ii. dalam hal penganggaran DTI pada APBD TA 2023 tidak
sesuai dengan usulan dana tambahaninfrastruktur yang
telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasionalbersama Kementeri-an/Lembaga
Non Kementerian terkait, Provinsi Papua melakukan
penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023
dengan menetapkan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(b) DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
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rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai
alokasi DTI TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan.

(c) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA2023
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA
2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah
Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentangPerubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan
Perubahan APBD TA 2023.

(2) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

(a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan
berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi
sebagaimana diamanat-kan dalam Undang- Undang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumidan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara
Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan
mempertimbang-kan:

i. realisai bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun
terakhir; dan

ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun
berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat
dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu)
tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual
maupun non kontraktual.

(b) Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai
dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk

meningkat-kan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek
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Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan

ketentuan antara lain sebagai berikut:

i. besaran prioritas pemanfaatan bonus  produksi
dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat
sekitar PLTP;

ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait
kriteria masyarakat sekitar daerah penghasilpanas bumi
untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan

iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan
untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan,
penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih,
pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan

masyarakat setempat.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan
sebesar Rp. 860,226,224,181,- dengan rincian: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp. 61,385,559,006,- Pendapatan Transfer sebesar Rp.
791,667,561,305,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.
7,173,103,870,-.

Rincian Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Penerimaan Hasil Pajak
Daerah sebesar Rp. 9,781,600,000,- Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar
Rp. 10,244,918,000,- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebesar Rp. 3,800,000,000,- dan penerimaan yang bersumber dari
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 37,559,041,006,-

Perlu kiranya dijelaskan bahwa sesungguhnya secara riil Pendapatan
Daerah yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang sah adalah sebesar Rp.
27.387.500.000,-. Namun sebagaimana telah dibahas bersama antara
Pemerintah dan DPRD pada sidang Perubahan APBD 2022, Pemerintah perlu
mencatat kembali selisih Kas Daerah pada Bank NTT sebesar Rp.
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10.171.541.006,- Pada aspek pendapatan, selisih Kas Daerah pada Bank NTT
dimaksud dicatat pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan pada
sisi pengeluaran dicatat pada akun Penyertaan Modal Daerah pada komponen
Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2023 ditargetkan sebesar 791,667,561,305,- Secara terinci, Pendapatan Transfer
terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 4.260.796.000,- Dana Transfer Umum
yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant) sebesar Rp.
323.029.707.000,- Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya
(Specific Grant) sebesar Rp. 136.565.983.000,- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-
Fisik) sebesar Rp. 100.319.892.000, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK- Non
Fisik) sebesar Rp. 109.508.081.000,- Dana Desa sebesar Rp. 104.123.513.000 dan
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 13.859.589.305.

Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan

Dana JKN Kapitasi pada FKTP sebesar Rp. 7.173.103.870,-
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BABYV
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023, maka kebijakan belanja diatur

sebagai berikut:

1.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai
dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan

pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian
standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib

yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukanberdasarkan
target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam
mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau

berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik,
perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan

yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan
nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing
tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan wurusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
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kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona

Virus Disease 19 dan dampaknya.

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling

sedikit meliputi:

a.

dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan
percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
dukungan pelaksanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi
Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian
pandemi Corona Virus Disease 2019;

dukungan penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus
Disease 2019 skala desa; dan

belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.

Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g

difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:

a.

optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan
tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time,
penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;

optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan
(farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan
alat tes, ruang rawat, ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri
dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah
tenaga kesehatan, beserta insentifnya;

efesiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;

penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan
tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap

Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
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f. penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional
sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat
jumlah.

Dalam hal penganggaran penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

dan dampaknya dalam penyusunan APBD TA 2023 belum tersedia

dan/atau cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan
penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun
program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis
standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan
standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan
kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik
yang ditetapkan dengan peraturan Kkepala daerah serta
diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.

c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus
dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah (RKA-SKPD);
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b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan
Presidenmerupakan:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub
kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya
perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan
rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan
kendaraan dinas.

b. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan
anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi,
namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang
didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya
honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa
acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas
dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya
pemeliharaan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan
pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan
penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai
urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan
dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan
penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Teknis terkait.
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Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

a)

b)

d)

g)

h)

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil
Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta
pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan
kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b)
antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan
kesehatan dan keselamatan kerja.

Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai
diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja
APBD.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan
profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang
bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya.

Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah
melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara
bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa
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j)

gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan

penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan

wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang
diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

(1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan
padabelanja Sekretariat Daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada
belanjaSekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud

memperhatikan ketentuan:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas
serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran
belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon
ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai
Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang
melaksanakan wurusan di bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi
PPPK yang ditetapkan oleh  Menteri yang
melaksanakan wurusan di bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban
penggajian pengangkatan PPPK pada tahun
sebelumnya.

(4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
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(5)

(6)

(7)

(8)

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum
2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK)
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan
kerjadan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD
serta ASN (PNSdan PPPK) dibebankan pada APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan
Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus
Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau
pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta
honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu penghitungan dalam
kriteria tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
honorarium antara lain bagi penanggungjawab
pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan
perangkat UKPB] dengan ketentuan:
(a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan
Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional

(SHSR).
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(b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga
selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran
dengan mempedomani Peraturan Presiden

mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

a)

b)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain
dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran
prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD
terkait.
Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja
barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa
memperhatikan ketentuan:
(1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang antara lain:

(a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang  didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar
kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,
jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang
TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi
pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi
dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada

67



masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhati-

kan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

efektifitas dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target
kinerja yang ditetapkan.

(c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak  ketiga/pihak lain dalam
rangkamelaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi
dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkandalam RKPD.

(d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas
barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah
belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan wuntuk menganggarkan
pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian
kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa
dimaksud terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan Non ASN
berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik
yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan
dan besarannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada pihak lain atas pemberian

layanan antara lain listrik, air, telepon, internet
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dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan

ketentuan:

I.

ii.

iil.

iv.

menganggarkan iuran jaminan kesehatan

bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNPNSD);

mendaftarkan dan melaporkan perubahan data

PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menganggarkan iuran jaminan kesehatan
bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar

perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah

minimum provinsi/upah minimal kabupaten/
kota.

Pemerintah Daerah menganggarkan untuk

jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk

pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah
dianggarkan dalam APBD antara lain:

i) kepala desa dan perangkat desa; serta

ii) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan

dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan

layanan kesehatan:

i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi
dalam membayar luran bagi Penerima
Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan
sesuai kapasitasfiskal daerah sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan,
yang dianggarkan pada SKPD yang menangani
urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan;

ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggar-
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i)

vi)

vii)

kan kontribusi pada SKPD berkenaan
sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan
kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun
Anggaran;

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban
menyelesaikan seluruh tunggakan
pembayaran kontribusi iuran pada Tahun
Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud
belum dianggarkan pada APBD TA 2023
agar dilakukan penyesuaian mendahului
Perda tentang perubahan APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pemerintah Daerah menganggarkan iuran
dan bantuan iuran pada SKPD sesuai
dengan jumlah penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan
satu Tahun Anggaran;

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan
seluruh tunggakan pembayaran iuran dan
bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam
hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud
pada TA 2023 dapat dilakukan
penyesuaian mendahului Perda tentang
perubahan APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Selain itu, Pemerintah Daerah juga
membayarkan Bantuan iuran bagi
penduduk yang mendaftar secara mandiri
dengan manfaat pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah menganggarkan

bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan
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jumlah penduduk yang mendaftar secara

mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan

seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan

iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan
dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan
penyesuaian  mendahului  Perda  tentang
perubahan APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

viii) Dalam rangka mewujudkan UHC,

PemerintahDaerah:

(i) menganggarkan iuran baik sebagian atau
seluruhnya bagi setiap penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III selain Pekerja
Penerima Upah (PPU) dan PBI;

(ii) wajib melakukan integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan JKN melalui
kerja sama pendaftaran Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) Pemerintah
Daerah dengan BPJ]S kesehatan guna
terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk dan tidak
melakukan realokasi atas penganggar-
an JKN; dan

(iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU
dan BP antara Pemerintah Daerah
dengan BPJS kesehatan untuk satu
Tahun Anggaran atau 12 (dua belas)
bulan.

vi. Pemerintah  Daerah tidak diperkenankan

mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)
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vii.

Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat

yang sama dengan JKN, termasuk mengelola

sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan

skema ganda.

Kategori skema ganda dan bukan skema ganda

yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai

berikut:

i)

Kategori skema ganda, yaitu penjaminan
atau pembayaran atas biaya pelayanan
kesehatan masyarakat yang dibayarkan
oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas
kesehatan, yang jenis pelayanan
kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau
seluruhnya  dengan  jenis/ manfaat
pelayanan kesehatan yang diatur dalam
program JKN yang dikelola oleh BP]JS
Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran
pelayanan kesehatan oleh Pemerintah
Daerah kepada fasilitas kesehatan atau
langsung kepada masyarakat yang telah
terdaftar dalam kepesertaan program JKN
dengan status kepesertaan aktif atau
berstatus non aktif karena menunggak

iuran.

Kategori bukan skema ganda, antara lain
penjaminan/pembayaran pelayanan kese-
hatan orang dengan gangguan jiwa dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang tidak memiliki identitas (NIK)
sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai
peserta JKN, danpembayaran pelayanan
kesehatan masyarakat yang jenis

manfaat/pelayanan kesehatannya tidak
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dijamin oleh program JKN (seperti biaya
ambulance peserta JKN dari rumah ke
fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya
transportasi peserta dan pendamping ke
fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang
tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah
singgah pengantar khusus rujukan ke luar
kota, dan manfaat komplementer lainnya
yang tidak dijamin dalam manfaat JKN
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah

Daerah.

iiij Kategori bukan skema ganda dapat
dianggarkan dalam APBD dengan
menggunakan kode rekening pembayaran
layanan kesehatan di luar cakupan layanan

BPJS;

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar

cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang

disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka

pemeliharaankesehatan berupa medical check up,

kepada:

I.

ii.

Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk
keluarga (satu istri/suami dan dua anak),
dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk
istri/suami dan anak, dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang

secara fungsional terkait sesuai dengan
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(d)

()

(f)

(8)

ketentuan peraturan perundang- undangan,
dilakukan di dalam negeri dengan tetap
memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah
terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi
atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN digunakan untuk menganggarkan belanja
iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non
ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja ataupenyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
digunakan untuk menganggarkan belanja iuran
jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang
dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak
sebagaiperlindungan atas risiko kematian bukan
akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa
peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan,
sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap

lainnya.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa
konsultansi non konstruksi sedangkan jasa
konsultansi kontruksi mengikuti konsep full
costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan
dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
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(h)

(i)

sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh
peraturan perundangan-undangan dan diakui
sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja
jasaketersediaan layanan (availibility payment)
untuk pembayaran secara berkala oleh kepala
daerah kepada badan wusaha pelaksana atas
tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas
dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemerintah  Daerah dapat menganggarkan
beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara
lain:

i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan
bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

ii. Penyediaan anggaran  pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji
kompetensi dalam  rangka sertifikasi
kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait
dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat
daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan
dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya
pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/

kota yang bersangkutan dengan tetap
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iil.

iv.

memperhatikan penerapan protokol pencegah-

an penularan Corona Virus Disease-19.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan
kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran daerah
serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompe-
tensi narasumber, Kkualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang
akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji
kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi
dan pengembangan kompetensi SDM
Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah
provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan
secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau
terbatasnya kapasitas sumber daya serta
lembaga pengembangan SDM yang kompeten
dengan tetap memperhatikan penerapan
protokol pencegahan penularan Corona Virus

Disease-109.

Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman
Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek

kehidupan dan pemanfaatan teknologi
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Vi.

vii.

informasi serta efisiensi pembiayaan dalam
kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji
kompetensi dalam rangka sertifikasi kompe-
tensi dan pengembangan kompetensi SDM
Aparatur atau sejenis lainnya dapat

dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.

pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM
aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
(Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan
kepala Perangkat Daerah, jabatan administra-
tor dan jabatan pengawas serta digunakan
untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN),
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),
dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri,
sebagaimana amanat ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemenuhan kompetensi pemerintahan mela-
lui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpem-
dagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji
Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri
pada JabatanStruktural di Lingkungan Kemen-
dagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat
kompetensi menjadi salah satu syarat
administrasi seleksi JPT Madya dan JPT
Pratama serta pengangkatan dalam jabatan
administrator maupun pengawas pada instansi

tersebut.
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viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengem-
bangan kompetensi penyelenggara Pemerintah

Daerah dalam APBD TA 2023, untuk:

i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan
fungsional dan/atau Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri, pengembang-
an kompetensi teknis binaan K/L,
sebagaimana amanat ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ii) Penyelenggaraan uji kompetensi peme-
rintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi
pemerintahan  sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi

ASN dalam rangka pengembangan kompetensi

penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud,

sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh
empat persen) dari total belanja daerah bagi

Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang- kurangnya

0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja

daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD

tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan

bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma
tiga puluh empat persen) dari total belanja
daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan

yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam
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belas persen) dari total belanja daerah bagi
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerin-
tah Daerah tidak diperkenankan mengurangi
besaran persentase alokasi anggaran pendidikan
dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA
sebelumnya.

x. Alokasi anggaran Kkhusus pengembangan
kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

(a)

(b)

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah
yangberada dalam penguasaan pengelola barang,
pengguna barang atau kuasa pengguna barang
berpedoman padadaftar kebutuhan pemeliharaan
barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah  Daerah  menganggarkan  Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), SumbanganWajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL]) dan
administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk

menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri

dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan
untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan

melewati batas kota dan perjalanan dinas
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ii.

iil.

iv.

pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri,
pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan
untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap
yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk
pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan
dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru

penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
digunakan untuk menganggarkan perjalanan
dinas di dalam kota bagi pejabat daerah,
pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak
lain sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan
dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan
kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas

di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam

hanya diberikan uang transport lokal termasuk

pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam
rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota.

i) digunakan untuk menganggarkan perjalan-
an dinas dalam rangka rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota
pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan
dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah

penyelenggara maupun yang dilaksanakan
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Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam

kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya

perjalanan dinasnya ditanggung oleh

Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

(i) Biaya transportasi peserta, panitia/modera-
tor, dan/atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota;

(ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/

fullboard/ residence);

(iii) Uang saku peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota;

(iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan
transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang
transport, uang saku, dan uang harian
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

i) Digunakan untuk menganggarkan perjalan-
an dinas dalam rangka rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada
Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyeleng-
gara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah
Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas
yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta,
meliputi:

(i) Biaya transportasi peserta, panitia/modera-
tor, dan/atau narasumber baik yang berasal

dari dalam kota maupun dari luar kota;
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(ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/full-
board/ residence);

(iii) Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

(iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau nara-
sumber yang mengalami kesulitan
transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang
transport, uang saku, dan uang harian
mengikuti ketentuan yang mengatur

mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

I.

ii.

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri
digunakan untuk menganggarkan perjalanan
dinasbiasa yang dilaksanakan di luar negeri.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan
dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah
mengacupada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai standar biaya masukan
yang berlaku pada APBN sebagaimana
dimaksud peraturan perundang-undangan

mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam

negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

I.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam
rangka kunjungan kerja atau studi banding,
baik perjalanan dinas dalam negeri maupun
perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara
selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah
orang dibatasi serta memperhatikan target
kinerja dari perjalanan dinas dimaksud

sehingga relevan dengan substansi kebijakan
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ii.

Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau
studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan
perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar
negeri mempedomani ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.

(d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban

sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya

meliputi:

I.

ii.

iil.

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan
tersebut hanya diberikan untuk gubernur/
wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali
kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi
madya dan pejabat yang diberikan kedudukan
atau hak keuangan dan fasilitas setingkat
pejabat pimpinan tinggi madya.

Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan
biaya riil.

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel
di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan

pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
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(5)

secara lumpsum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan
secara lumpsum.

v. Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus
Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)
sesuai dengan biaya riil.

vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan
prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam
pelaksanaannya dapat dilampaui karena
kondisi tertentu, termasuk karena adanya
kenaikan harga pasar.

(e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan
dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan
Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk

menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang
dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada
masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan

Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi
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Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan

dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

ii. penghargaan atas suatu prestasi;

iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;

iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan
akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek
strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
dalam rangka melaksanakan program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam
RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan
kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada
Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah
seluruhbelanja yang terkait dengan pengadaan jasa
sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga
a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian

pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

85



4)

b)

d)

undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja
bunga wutang pinjaman, belanja bunga utang obligasi
daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman,
belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran
imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya
dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran
ataskewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya
dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran
bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA
2023 pada SKPKD.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada
unit SKPD berkenaan.

Belanja Subsidi

a)

b)

c)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh

masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan
Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari
Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari
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usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara
SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai
pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery),
Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk
menutupkekurangannya melalui APBD setelah mendapat
persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada
usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak

perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
a) Belanja hibah
(1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan peme-
nuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun
Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan
kepadamasyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah
seluruh belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan;
(3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
(c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran,
kecuali:
i. kepada pemerintah pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan

daerah sepanjang tidak tumpang tindih
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(d)

()

(f)

pendanaannya dengan APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentu-
an peraturanperundang-undangan;

iii. partai politik dan/atau;

iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

yang dimaksud tidak diberikan secara terus

menerus adalah tidak diberikan berkesinambung-

an atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi peme-
rintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

memenuhi persyaratan penerima hibah.

(4) Belanja hibah diberikan kepada:

(a)
(b)
(c)
(d)
()
(f)

(8)

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya;

Badan Usaha Milik Negara;

BUMD;

BUMDes;

Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyara-

katan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau

Partai Politik.

i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai
politik selama pada masa status keadaan
darurat siap non alam, Corona Virus Disease 19
yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah
Pusat antara lain digunakan untuk penanggu-
langan pandemi Corona Virus Disease 19
melalui kegiatan pendidikan politik kepada

anggota partai politik dan masyarakat,
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dukungan penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan sekretariat partai politik.

ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada
partai politik tidak dituangkan dalam naskah
perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran
dan pelaksanaan hibah kepada partai politik
mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/lembaga non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

(a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota
kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya
pada provinsi;

(b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan
lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan

sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah
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(6)

kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang
membidangi urusan administrasi kependudukan

untuk penyediaanblanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan

fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

(a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan
daerah dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dianggarkan pada SKPD;

(b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga
pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam
rangkamenunjang program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diang-
garkan pada SKPD yang melaksanakan urusan
Pemerintahan Umum;

(c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mendu-
kung program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat

Daerah.

(7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka

(8)

(9)

menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA
2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas
usulan tertulis dari calon penerima hibah.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang-undangan, maka
pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari
peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023
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mempedomani Perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
danevaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritas-
kan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk mengang-

garkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau

barang kepada:

(a) individu;

(b) keluarga;

(c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami
risiko sosial;

(d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masya-
rakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil

sebagai dampak risiko sosial.

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada
Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak
lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung
dengan pengadaan/pembangunan sampai siap

diserahkan.

Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak

terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
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(5)

(6)

(7)

(8)

berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima

bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang
direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang

bersangkutan.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan antara lain amanat
bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian
uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan
besaran diatur dalam perkada yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil
yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari
situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan
fenomena alam sebagaimana dimaksud pada

penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor

92



11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

(9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan

tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

(a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dianggarkan
pada SKPD;

(b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan
kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat
Daerah.

(10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA
2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas

usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.

(11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur
lain dengan peraturan perundang-undangan, maka
pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan
dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan

daerah.

(12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023
mempedomani Perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diama-
natkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

h. Belanja Modal

1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka
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2)

3)

4)

5)

pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/
pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.
Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai
masa manfaatlebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam
kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi
aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya
perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak
dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan.

kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan

ketentuan:

a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi
belanjamodal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri
atas:

(1) belanja modal tanah;

(2) belanja modal peralatan dan mesin;

(3) belanja modal bangunan dan gedung;

(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5) belanja modal aset tetap lainnya;

(6) belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset

tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi

batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau

peningkatan mutu produksi atau peningkatan Kkinerja
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6)

7)

8)

9)

dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5

(lima) hektar,dapat dilakukan:

a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar
menukar, ataucara lain yang disepakati; atau

b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh
bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk

dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik

daerahdidasarkan pada:

a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang
mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan
barangmilik daerah yang ada;

b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar

harga.

10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja

pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan
dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar

dapat dimanfaatkan secara optimal.
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11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam

pelaksanaannyaharus sesuai dengan standarisasi sarana dan
prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan

gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan
sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

i. Belanja Tidak Terduga (BTT)

1)

2)

3)

4)

5)

BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-
alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-
masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran

penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada

BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai

ketentuan peraturanperundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam
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6)

rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan
langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan
tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan
mendesakdapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan
dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya

diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Belanja Transfer

1)

2)

Belanja transfer merupakan pengeluaran wuang dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi
hasil yang bersumber dari:

(1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/
kota.

(2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak
daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian
diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/
kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan
ketentuan:

(a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh
persen);

(b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
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(4)

(5)

(6)

(7)

Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota
sebesar70% (tujuh puluh persen);

(c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh
persen);

(d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh
persen); dan

(e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan
dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan
dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang
bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah
Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/ kota dianggarkan secara bruto,
yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang

dianggarkan dalam APBD TA 2023 harus

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah

pada TA 2023.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan

target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada

akhir TA 2022, disalurkan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggar-

kan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah

Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi

98



daerah.

(8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

(a)

(b)

(c)

(d)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan
belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak
daerah danretribusi daerah kabupaten/kota pada
TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan
retribusi  daerah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah dimaksud dilakukan setiap bulan
berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi
penerimaan target pajak daerah dan retribusi
daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada
akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa
pada TA 2023.

b) Belanja Bantuan Keuangan

(1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai

(2)

dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritas-

kan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(a)

bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
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(3)

(4)

(5)

(b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

(c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/
kotadi wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/
kota di luar wilayahnya;

(d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke
daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi
lainnya; dan/atau

(e) bantuan keuangan daerah provinsi atau
kabupaten/kota kepada desa.

Bantuan keuangan terdiri dari:

(a) Bantuan keuangan yang bersifat umum
peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa
penerima bantuan;

(b) Bantuan keuangan yang Dbersifat Kkhusus
peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan  sepenuhnya kepada penerima
bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah

desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak

menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan,

Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai

penerima  bantuan  keuangan khusus wajib

mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi

bantuan keuangan khusus.

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan
bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD atau anggaran
pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus

mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam
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(6)

(7)

(8)

(9)

APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA
2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD TA 2023.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima
dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintahdesa dalam APBD kabupaten/kota
TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota
yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-
CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH
Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi Kkhusus
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

ADD diprioritaskan penggunaannya untuk
kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap)

aparat desa.

ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan
peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa

yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

(10)Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak

tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah

kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan
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sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD
tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada
pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan
kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA
2023.

(11)Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota
dapat memberikan bantuan keuangan lainnya
kepadapemerintah desa, sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-
jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja
bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala

daerah.

(13)Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian
bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi
danRekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian

Risiko Bencana.

Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD
terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari
anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari
penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan
lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan
surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

102



Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD
kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran
berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan
penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak
Terduga.

Setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, prioritas provinsi dalam
RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019 - 2023, RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026
dan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021- 2026 serta kemampuan keuangan daerabh,
maka rencana belanja diarahkan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan
yang memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam
urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang
urusan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Periode tahun 2021
sampai tahun 2026. Tema Pembangunan kabupaten Ngada tahun 2023 adalah
“Penguatan kelembagaan dan nilai tambah Tante Nela Paris berbasis eco-
region dan eco-tourism”.

Sesuai dengan arahan RPJMD dan tema pembangunan tersebut di atas,
Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2023 menekankan pada 4 hal utama
sebagai prioritas yakni :

1. Misi pertama : Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian,
Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan Hidup dengan prioritas pada:

a) Pengembangan Komoditi Pertanian, Perkebunan Berbasis Zona
Agroekologi sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
b) Peningkatan dan optimalisasi Sarana dan Prasarana Tante Nela Paris

untuk mendukung produksi dan produktivitas.
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g)
h)

Peningkatan Pengolahan Hasil Pasca Panen untuk mendapatkan nilai
tambah (value added) dan untuk penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan Kualitas Kontrol Terhadap Produk Organik melalui metode
marketing mix ( Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi),
dan Place (tempat) untuk mendukung KSPN Labuan Bajo.

Optimalisasi Destinasi Wisata untuk meningkatkan Daya Tarik Wisata
berbasis masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS.

Peningkatan spend of money wisatawan dalam negeri melalui
pengembangan ekonomi kreatif.

Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan.

Peningkatan perlindungan konservasi Daerah Aliran Sungai.

2. Misi kedua : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing dengan prioritas pada:

a)

b)

c)

d)

e)
3. Misi

Peningkatan pemerataan fasilitas Pendidikan dasar dan penataan
menegement SDM pendidikan.

Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita dan Peningkatan
pelayanan kesehatan anak, penduduk usia produktif dan lansia.
Peningkatan Pengelolaan bidang olahraga serta peran kelompok pemuda
dalam pembangunan.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan kesempatan kerja.

Ketiga : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar dengan prioritas pada :

a) Penataan Kota Bajawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta

b)

c)
d)

distribusi pusat-pusat pertumbuhan baru ke wilayah yang belum
berkembang.

Peningkatan akses pemukiman layak huni yang meliputi akses rumah
layak huni, ketersediaan dan kualitas infrastruktur lingkungan dan akses
air minum serta sanitasi nyaman.

Penguatan Fungsi Kawasan dengan menyiapkan aksesibilitas.

Peningkatan mitigasi dan penangulangan bencana.

4. Misi keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih,

Efektif, dan Melayani dengan prioritas pada :

a)

Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah.
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b) Optimalisasi BUMD dalam pengelolaan potensi/asset daerah dan

meningkatkan PAD.

c) Peningkatan kualitas management ASN berbasis System Merit.

d) Peningkatan kapasitas PAD.

e) Percepatan implementasi SPBE.

5. Misi Kelima : Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi

Institusi Budaya dengan prioritas pada:

a) Optimalisasi Lembaga kemasyarakatan desa.

b) Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi dan linkungan

desa.

c) Peningkatan kapasitas BUMDes dan BUMDesMa dalam mengelola

potensi/asset desa dan potensi wilayah desa.

d) Penguatan Kelembagaan Transformasi budaya daerah.

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun

Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

Kode Uraian

Jumlah

5 BELANJA

51 BELANJA OPERASI

542,675.267.808

5.1.01 Belanja Pegawai

355.563.305.563

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

175.876.679.045

5.1.03 Belanja Bunga

4.625.000.000

5.1.05 Belanja Hibah

3.535.283.200

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

3.075.000.000

5.2 BELANJA MODAL

150.961.310.015

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

34.890.459.585

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

54.444.821.170

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

50.362.091.080

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

11.263.938.180

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.500.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7.500.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 151,533.653.400

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

1.024.491.800

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

150,509,161,600

Jumlah Belanja

852,670,231,223

105




6.1

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto

digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari

penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD.

2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA)

(1)

(2)

(3)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghi-
tungan yang cermat dan rasional denganmempertim-
bangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA
2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan
PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer,
pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya
capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
dan/atau sisa belanja lainnya.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan
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b)

d)

penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah
wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai
penggunaannya.

(4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan
tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan
untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas
daerahyang harus dipenubhi.

(5) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.

(6) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan
rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan
penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja
infrastruktur  pelayanan publik daerah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

(1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk
membiayai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan
langsung dari pihak luar negeri.

(3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah
dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu
mendapat persetujuan DPRD.

(4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan
APBD.

(5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentu-

an peraturan perundang-undangan.
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(6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:

(a) Pinjaman daerah

I.

ii.

iil.

iv.

vi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang
Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian
pinjaman dan bukan dalam bentuk surat
berharga, yang  mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain,
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

i) Pemerintah;

ii) Pemerintah Daerah lain;

iii) lembaga keuangan bank; dan/atau

iv) lembaga keuangan bukan bank.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari
Pemerintah diberikan melalui menteri yang
menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah
mendapatkan pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Dalam Negeri dan menteri yang menyelengga-
rakan Urusan Pemerintahan di bidang
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pinjaman Daerah yang bersumber dari
Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan
kepada lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank.

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
padahuruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksana-
kan sesuai dengan ketentuan pemberi
pinjaman.

Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensio-

nal atau syariah.

vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
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i) pengelolaan kas;

ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur
Daerah;

ili) pengelolaan portofolio utang Daerah;
dan/atau

iv) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan

modal kepada BUMD.

viii.Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan

ix.

xi.

kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD
dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran
berkenaan.

Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan
pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada
BUMD berupa penugasan dari pemerintah/
Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk
membiayai program/kegiatan yang bersifat
strategis nasional atau penugasan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD
yang bukan merupakan program/kegiatan
yang bersifat strategis nasional harus
mendapatkan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan

Dalam Negeri.

Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman
daerah yang bersumber dari pemerintah,
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri tidak memberi-
kan pertimbangan pinjaman daerah dan
Pemerintah Daerah cukup melakukan
penyampaian salinan perjanjian pinjaman

daerah yang telah ditanda tangani kepala dan
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pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan.

(b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah

1.

ii.

iil.

iv.

vi.

vii.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa
pengakuan utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.
Sukuk  Daerah adalah surat berharga
berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas
bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
dilakukan dalam rangka:
i) Pembiayaan pembangunan infrastruktur
Daerah;
ii) pengelolaan portofolio utang Daerah;
dan/atau
ili) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan
modal kepada BUMD atas dana hasil
penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk
Daerah.
Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan
melalui pasar modal domestik dan dalam mata
uang Rupiah.
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
dalam rangka pembiayaan pembangunan
infrastruktur Daerah dilakukan untuk
penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah
mendapat pertimbangan Menteri yang menyelengga-
rakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah
mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk

Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari
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ahli syariah pasar modal.

viii.Barang milik Daerah dan/atau objek

ix.

xi.

xii.

Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah
dapat digunakan sebagai dasar penerbitan
Sukuk Daerah.

Barang milik Daerah disebut sebagai aset
SukukDaerah, dapat berupa:

i) tanah dan/atau bangunan; dan

ii) selain tanah dan/atau bangunan.

BMD sebagimana dimaksud huruf ix dapat
berupa barang berwujud ataupun barang tidak
berwujud dan/atau memiliki aliran
penerimaan kas.

Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindah-
tangankan dan/atau dihapuskan sampai
dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.

Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam
hal obligasi daerah/sukuk daerah yang
diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan
Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/
sukuk daerah harus memuat Kketentuan
mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi
daerah/sukuk daerah beserta barang milik
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut
yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah
wajib  menyampaikan Peraturan Daerah
mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk
daerah kepada otoritas di bidang pasar modal
sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/
sukuk daerah dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan sesuai dengan ketentuan

111



peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas
Pembiayaan utang pihak lain.

(8) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan
atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan
Utang Daerah.

(9) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban
pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
(10)Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang
daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan

berakhirnya kewajiban.

(11)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan
pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah,
KepalaDaerah dan DPRD dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
selama 6 (enam) bulan.

(12)Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban
pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan
Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah
yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan
pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan
penggunaannya.

(13)Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri.

(14)Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan
Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari
Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah,
mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih
dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling
sedikitmelampirkan:

(a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

(b) kerangka acuan kegiatan;
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(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(c) RPJMD;

(d) RKPD;

(e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3
(tiga)tahun terakhir yang telah diaudit BPK;

(f) APBD Tahun Anggaran berjalan;

(g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman

berkenaan.

Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan
pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima
dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang

bersangkutan.

Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan
untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah,
dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau
sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun

Anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan
utang daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan

sinergi pendanaan.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk
melakukan pembiayaan wutang daerah harus
dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda
tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang
berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri

dan/atau dalam negeri.

Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang
luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah

memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

113



Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
dan Kepala Daerah.
e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

(1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian
serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun
Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar
menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima
pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas
penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan
kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1)

2)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan
untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan
dalam Perda tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengan perjanjian pembiayaan utang dan
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus
diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan
berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang
yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban dimaksud.

(3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak

114



mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang,
Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan
pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD TA 2023.

b) Penyertaan Modal Daerah

(1)

(2)

(3)

Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila

jumlah yang akan disertakan dalam TA 2023 telah

ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal
daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan

Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda

tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan

modal daerah memperhatikan ketentuan:

(a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal,
Pemerintah Daerah harus menyusun perencana-
an investasi Pemerintah Daerah dan analisis
penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh
Kepala Daerah.

(b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan
profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat

lainnya.
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(4)

(5)

(6)

(d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang
telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan
modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah
diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal
tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan pada Perda mengenai
penyertaan modal.

(e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah
jumlah penyertaan modal melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah
Daerah melakukan perubahan Perda mengenai
penyertaan modal dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah
Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada
BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD
sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud
guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas
Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio

(CAR).

Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti
minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan paling

lambat 31 Desember 2024.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham
pengendali, melakukan penyertaan modal kepada

BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham

116



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima
puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut,
dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,
Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan
Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Daerah dapat menganggarkan investasi jangka

panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah
dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga
Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non

Perbankanatau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target
Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025
yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di
wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh
persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%
(enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu
memperkuat  struktur permodalan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur
permodalan tersebut dilakukan dengan menambah
penyertaan modal Pemerintah Daerahyang antara lain

bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk
penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan
sarana sistem penyediaan air minum, serta
peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan
pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat

melakukan penambahan penyertaan modal guna
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peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air
minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s
dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

c) Pembentukan Dana Cadangan

(1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda
tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut
paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan
dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan
yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan
rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun

Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(2) Perdatentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud
ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah

bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

2. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
TA 2023 bersaldo nihil.

a.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang
APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume
program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan,
dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang
APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah
Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban
daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program,

kegiatan dan sub kegiatan.
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6.2.

Rencana Pembiayaan Daerah

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten

Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri

dari:

a.

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 45.615.548.048-, yang berasal dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
45.615.548.048-,

b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 53.171.541.006,- yang
direncanakan untuk Penyertaan Modal ke Bank NTT sebesar Rp.
10.171.541.006.- Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada sebesar Rp.
3.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
sebesar Rp. 40.000.000.000,-

Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal ke Bank NTT
sebesar Rp. 10.171.541.006,- adalah pencatatan kembali selisih Kas Daerah
pada Bank NTT.
Rencana Pembiayaan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada
Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:
Kode Uraian Jumlah
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.615.548.048
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 45.615.548.048
Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 45.615.548.048
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 53.171.541.006
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 3,000,000,000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10,171,541,006
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 40,000,000,000
Tempo
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 53.171.541.006
Pembiayaan Netto (7,555,992,958)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah

Surplus/(Defisit) Belanja dikurangi Pembiayaan Netto.
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BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan

Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum

yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran

dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada

masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis

pencapaiannya sebagai berikut:

1.

Penertiban Penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui
pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk tanah-tanah ulayat atau tanah
suku dan pajak bangunan;

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain
sehingga memberi dampak pada peningkatan PAD dan daya beli masyarakat;
Pendataan yang akurat terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;

Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk
rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.

Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten
Ngada dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk investasi
pemerintah.

Penegakan pelaksanaan Peraturan daerah terkait pemberian perijinan-perijinan.
Optimalisasi penerimaan daerah yang diperoleh dari komisi, rabat, potongan atau
penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan
lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil
penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau
investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan
daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud bagi

perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service
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oriented) yang mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha;

Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara komprehensif

dan terkoordinasi antara lain:

1.
2.
3.

Melakukan pendataan dan penetapan obyek-obyek pajak baru yang potensial.
Melakukan penyesuaian tarif retribusi dan pajak daerah;

Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik
untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
Melakukan validasi dan updating Subyek Penetapan Obyek Pajak (SPOP) secara
berkala sesuai NJOP terbaru.

Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pajak
daerah dan PBB dengan cara:

a) Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah sektor pajak;

b) Penerapan e-ticketing pada sumber-sumber retribusi daerah dan e-
billing pada sumber pajak daerah secara bertahap bekerjasama dengan
lembaga perbankan;

c) Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi pada belanja
dan pelayanan pendapatan daerah.

d) Menerapkan prinsip insentif dan disinsentif.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang dapat
mendatangkan pendapatan daerah secara tetap dan berkelanjutan;
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk penyelesaian dana-dana bergulir
di masyarakat sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non
permanen.

Meningkatkan pendapatan dari deviden sebagai akibat penambahan

penyertaan modal pada Bank NTT baik berupa aset maupun dana segar.

Strategis pencapaian lainnya dalam upaya sinergitas prioritas pembangunan dari

Pemeritah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui:

1.

Penajaman program dan proyek dan pendetailan perencanaan yang lebih fokus
dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus
kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan).

Pelaksanaan rangkaian musrenbang di Kabupaten Ngada difokuskan pada
pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya

sinergi perencanaan antara pusat dan daerah
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Penguatan integrasi pendanaan, baik antara anggaran pendapatan dan
pengeluaran APBN dengan APBD termasuk DAK, BUMN/BUMD, dan sumber-
sumber pendanaan lainnya.

Melakukan konvergensi pelaksanaan program kegiatan prioritas dengan
membangun kolaborasi antar perangkat daerah dan antar stake holder.
Membangun kemitraan dengan lembaga donor, lembaga keuangan perbankan
dan non perbankan serta dengan sektor swasata.

Memastikan program dan proyek yang mendukung pencapaian SDGs.
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGADA

20/NK/HK/2022
NOMOR D ———
8/NK/DPRD/2022
TANGGAL : 15 November 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAYMUNDUS BENA, SS.,M.Hum
Jabatan : Wakil Bupati Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno — Hatta
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Ngada
2. a. Nama : BERNADINUS DHEY NGEBU, SP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta
b. Nama : PETERUS NGABI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada
Alamat Kantor : Jalan Soekarno — Hatta
c. Nama : ALOYSIUS SOA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada

Alamat Kantor : Jalan Soekarno — Hatta

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada.


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah diperlukan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap
Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Tahun Anggaran 2023.

Bajawa, 15 November 2022

PIMPINAN
WAKIL BUPATI NGADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

AERAH KABUPATEN NGADA<
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